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MOTTO

“Tumprape wong linuwih tansah ngudi keslameting liyan, metu
saka atine dhewe (Orang utama atas kehendak hatinya sendiri
selalu mengusahakan keselamatan orang lain/Superior men always

seek other’r safety out of their own goodwill).”.”

“ Butir-butir Budaya Jawa, Kemanusiaan. 22
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RINGKASAN

TAP MPR Nomor V/MPR/2000 Bab V Butir (3) dan Undang-undang
Nomor 26 Tahun 2000 Tentaang Pengadilan HAM dalam Pasal 47 ayat (1) dan
(2) mengamanatkan pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR)
sebagai alternatif penyelesaian kasus pelanggaran HAM di luar pengadilan.
Amanat tersebut terealisasi pada 6 Oktober 2004 dengan dikeluarkanya Undang-
Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. KKR
ini dimaksudkan untuk mengungkap Kebenaran masa lalu, menegakkan keadilan
dan membentuk budaya menghargai HAM sehingga dapat diwujudkan
rekonsiliasi dan persatuan nasional.

Akan tetapi pada tanggal 7 desember 2006 Mahkamah konstitusi
Mengeluarkan putusan nomor 006/PUU-IV/2006 yang isinya bahwa Undang-
Undang No. 27 tahun 2006 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR)
haruslah dinyatakan secara keseluruhan tidak mempunyai kekuatan hukum yang
mengikat. Karena pembatalan Pasal 27 akan berimplikasi pada keseluruhan
undang-undang itu, sehingga UU KKR tidak akan bisa dilaksanakan.

Rumusan masalah meliputi : (1) Apakah Undang-Undang KKR mampu
menjadi instrumen Pengungkap kebenaran atas pelanggaran HAM berat di
Indonesia berdasarkan pengalaman negara lain dan, (2) Apakah KKR untuk saat
ini masih diperlukan bagi rekonsiliasi di Indonesia? Tujuan umum penulisan ini
adalah : untuk memenuhi syarat-syarat dan tugas guna mencapai gelar
Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember, menambah
wawasan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum khususnya Hak Asasi
Manusia. Tujuan khusus dalam penulisan adalah untuk memahami dan
mengetahui  : (1) potensi KKR dalam rangka mengungkap kebenaran atas
pelanggaran HAM berat berdasarkan pengalaman negara lain. (2) urgensi Komisi
Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) bagi proses rekonsiliasi di Indonesia.

Metode Penelitian dalam penulisan skripsi ini  menggunakan tipe
penelitian yuridis normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan
diuraikan melakukan pertemuan secara periodik dan/atau sewaktu-waktu apabila

diperlukan. dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah
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atau norma-norma dalam hukum positif. Pendekatan masalah menggunakan
pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual, pendekatan kasus dan
pendekatan azas-azas hukum, dengan bahan hukum yang terdiri dari bahan
hukum primer, sekunder dan bahan non hukum.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan, bahwa : Potensi
Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) dalam mengungkap kebenaran dari
pelanggaran HAM berat yang terjadi di Indonesia sangat potensial, mengingat
tujuan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) yaitu : (1) Memberi arti kepada
suara korban secara individu dengan mengizinkan mereka memberikan
pernyataan kepada Komisi dalam forum dengar pendapat berkaitan dengan
pelanggaran hak asasi manusia yang mereka derita, (2) Pelurusan sejarah
berkaitan dengan peristiwa-peristiwa besar pelanggaran hak asasi manusia, (3)
Memberikan penjelasan tentang akibat pelanggaran hak asasi manusia terhadap
diri korban, di mana Komisi bisa merekomendasikan beberapa cara untuk
membantu korban menghadapi dan mengatasinya, (3) Pertanggungjawaban para
pelaku kejahatan. Tetapi oleh Mahkamah Konstitusi Undang-Undang yang
mengatur tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) malah dibatalkan,
mengingat betapa pentingnya bagi para korban pelanggaran HAM yang selama ini
bersemangat untuk menuntut pengungkapan kebenaran dan pencapaian keadilan.

Saran yang dapat diberikan pemerintah segera mengagendakan
pembahasan RUU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) dengan segera,
mengingat betapa pentingya Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) bagi
korban pelanggaran HAM dalam mencari keadilan yaitu dengan Mempersiapkan
rencana pembahasan RUU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) dengan
matang dan terencana , melalui komunikasi intensif dengan para pihak umum
yang mengerti tentang penegakan ham serta pemerintah, mengingat dalam
penyusunannya RUU ini menjadi inisiatif dari pemerintah, dan dalam pembahasan
RUU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) ke depan, harus tetap merujuk
pada kesesuaian dengan UUD 1945 dan prinsip-prinsip hukum HAM

internasional
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